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EXECUTIVE SUMMARY 
Strategic Environmental Assessments (SEA) are applied to Policies, Plans and Programs 
(PPP) being designed or revised to ensure that they are based on principles of sustainable 
development. The SEA approach has been used in European countries for several decades 
and has been adopted in Indonesia since 2009 as a mandatory step for any PPP that 
potentially affects the environment. Two Indonesian PPP documents that significantly impact 
the environment, and specifically forest, land and natural resource use are sub-national 
spatial plans (RTRW) and mid-term development plans (RPJM). Providing SEA technical 
assistance to sub-national governments has been chosen as an ideal vehicle for affecting 
PPPs and encouraging the maintenance and improved management of forests and 
biodiversity, in lieu of directly drafting spatial and development plans that is considered 
outside of the scope of foreign donor assistance projects.  
 
Learning from progress made under the USAID IFACS project, USAID LESTARI (2015-
2020) set out to assist sub-national (provincial and district) governments to operationalize 
SEA recommendations into PPP that would positively impact sustainable development 
including forest and biodiversity conservation outcomes. LESTARI did this through a broad 
approach involving the development or updating of SEA documents for development plans 
(RPJM) and incorporating recommendations into agency strategic plans (Renstra) and 
budgets, as well as spatial plans where opportunities arose. The SEA approach was 
supported with advocacy efforts and strengthening multi-stakeholder fora to facilitate greater 
public participation. During project implementation, the utility of SEA was greatly 
strengthened by new Indonesian regulations. Where SEA documents and their 
recommendations were an administrative requirement prior to 2016, with the advent of the 
new regulations, sustainable development recommendations were required to be integrated 
into PPP and this integration validated. This resulted in requests for SEA assistance from 
subnational governments when the consequences of these regulations were recognized and 
greatly increased ownership and rigor of SEA carried out. LESTARI was able to fully 
capitalize on new SEA regulations to achieve operationalization of SEAs into PPPs that 
impacted forests and biodiversity, as well as flow-down plans and budgets for various 
provincial and district agencies. 
 
SEAs in Indonesia are implemented through phases of assessment, alternative formulation, 
and integrating recommendations for improvement of PPP that ensure application of 
sustainable development principles. The steps taken by the project to assist sub-national 
governments in these broad steps are described in detail. Illustrations of some assessment 
approaches taken are provided as well as examples of resulting recommendations, and final 
integration of these recommendations into draft or final PPPs that LESTARI tracked through 
to flow-down Renstra and budgets where relevant. 
 
Successes of the SEA approach in improving environmental governance provided valuable 
lessons learned such as inclusion of development plans to enable SEA recommendations to 
be included in agency programs and capture greater budgets for improved forest 
management. The LESTARI SEA initiative also demonstrated the efficacy of SEA in 
affecting PPPs that impact forests and biodiversity and empowering SEA working groups to 
drive effective PPP that will achieve sustainable development in the future. While SEA were 
initially seen as complex and convoluted tasks, the technical assistance provided by 
LESTARI developed the capacity of a core set of stakeholders and actors that will continue 
to implement and monitor implementation of SEA and improve forest and biodiversity 
conservation into the future.  
 
Recommendations for future projects are described including: the need for sufficient time to 
demonstrate impact on the ground, especially where SEAs are implemented for spatial 
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plans; the need for synchronous timing of project interventions with the government mid-term 
planning cycles; and accompanying mechanism for the transfer of knowledge between levels 
of government so that sustainable development recommendations can be retained and 
spread within the region.   
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diterapkan pada Kebijakan, Rencana dan 
Program (KRP) yang dirancang atau direvisi untuk memastikan bahwa ketiganya berdasar 
pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan KLHS telah digunakan di 
negara-negara Eropa selama beberapa dekade dan telah diadopsi di Indonesia sejak 2009 
sebagai langkah wajib untuk setiap KRP yang berpotensi memengaruhi lingkungan. Dua 
dokumen KRP Indonesia yang secara signifikan berdampak pada lingkungan, dan 
khususnya hutan, tata guna lahan serta sumber daya alam adalah dokumen Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 
Memberikan bantuan teknis untuk KLHS bagi pemerintah daerah dipilih sebagai sarana 
ideal untuk memengaruhi KRP dan menjaga kelestarian serta meningkatkan pengelolaan 
hutan dan keanekaragaman hayati, dibandingkan bekerja langsung dalam penyusunan 
rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang seringkali berada di luar ranah proyek 
donor. 
 
Belajar dari hasil-hasil yang dicapai dalam proyek USAID IFACS, USAID LESTARI (2015-
2020) membantu pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) untuk mengoperasionalkan 
rekomendasi KLHS dalam KRP yang akan berdampak positif bagi pembangunan 
berkelanjutan, termasuk konservasi hutan dan keanekaragaman hayati. Hal ini dilakukan 
oleh LESTARI melalui pendekatan yang melibatkan pengembangan atau pemutakhiran 
dokumen KLHS untuk rencana pembangunan (RPJM) dan memasukkan rekomendasinya 
kedalam rencana strategis (Renstra) dan anggaran dinas, serta rencana tata ruang, ketika 
momentum tersedia. Pendekatan KLHS didukung dengan upaya advokasi dan penguatan 
forum multi-pihak untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas. Selama 
implementasi proyek, pendekatan asistensi teknis KLHS diperkuat oleh peraturan Indonesia 
yang baru. Jika dokumen KLHS dan rekomendasinya merupakan persyaratan administratif 
sebelum 2016, dengan munculnya peraturan baru, rekomendasi pembangunan 
berkelanjutan harus diintegrasikan dalam KRP dan integrasi ini divalidasi. Hal ini 
menyebabkan adanya permintaan bantuan KLHS dari pemerintah daerah sebagai 
konsekuensi dari diadopsinya peraturan ini. Hal tersebut juga meningkatkan rasa 
kepemilikan serta kedisiplinan pelaksanaan KLHS . LESTARI mampu memanfaatkan 
sepenuhnya peraturan KLHS yang baru untuk memastikan operasionalisasi KLHS kedalam 
KRP yang berdampak pada hutan dan keanekaragaman hayati, serta aliran rencana dan 
anggaran untuk berbagai dinas di provinsi dan kabupaten. 
 
KLHS di Indonesia diimplementasikan melalui fase kajian, penyusunan alternatif, dan 
pemaduan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas KRP, yang memastikan penerapan 
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah yang diambil oleh proyek 
untuk membantu pemerintah daerah dalam penerapan fase-fase tersebut dijelaskan secara 
rinci dalam dokumen ini. Beberapa ilustrasi disediakan untuk menggambarkan pendekatan 
kajian yang diambil serta contoh-contoh rekomendasi yang dihasilkan, juga integrasi akhir 
rekomendasi kedalam KRP versi draft atau akhir, yang kemudian ditelusuri oleh LESTARI 
melalui aliran Renstra dan anggarannya. 
 
Keberhasilan pendekatan KLHS dalam memperbaiki tata kelola lingkungan memberikan 
pelajaran berharga seperti dimasukkannya rencana pembangunan untuk memungkinkan 
adanya rekomendasi KLHS dalam program dinas dan dialokasikannya anggaran yang lebih 
besar untuk pengelolaan hutan yang lebih baik. Inisiatif KLHS LESTARI juga menunjukkan 
kemanjuran KLHS dalam mempengaruhi KRP yang berdampak pada hutan dan 
keanekaragaman hayati serta memberdayakan kelompok kerja KLHS untuk mendorong 
KRP yang efektif, yang akan mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan. 
Walaupun KLHS pada awalnya dipandang sebagai tugas yang rumit dan berbelit-belit, 
bantuan teknis yang diberikan oleh LESTARI telah berhasil mengembangkan kapasitas dari 
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para pemangku kepentingan dan pelaku inti, dimana mereka diharapkan akan terus 
menerapkan dan memantau implementasi KLHS dan meningkatkan konservasi hutan serta 
keanekaragaman hayati di masa mendatang. 
 
Rekomendasi untuk proyek mendatang juga diuraikan dalam dokumen ini, termasuk: 
kebutuhan akan waktu yang cukup untuk menghasilkan dampak di lapangan, terutama 
terkait pemantauan dampak di lokasi implementasi KLHS sebagaimana direkomendasikan 
dalam rencana tata ruang; perlunya waktu intervensi proyek yang selaras dengan siklus 
perencanaan jangka menengah pemerintah; dan mekanisme yang menyertainya, untuk 
transfer pengetahuan antar level pemerintahan sehingga rekomendasi pembangunan 
berkelanjutan dapat terus dimiliki dan tersebar di daerah.  
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BRIEF BACKGROUND OF STRATEGIC 
ENVIRONMENTAL ASSESSMENTS  
Globally, SEA is often described as the environmental assessment of policies, plans and 
programs (PPP) as opposed to Environmental Impact Assessment (EIA) that applies to 
projects. SEA can be defined as a systematic decision support process that aims to ensure 
environmental and sustainable development aspects are considered effectively in PPP 
making1. In essence, SEAs elevate environmental assessments and issues into higher 
levels of decision-making. The SEA process emerged due to the limitations of Environmental 
Impact Assessments (EIA) that accompany projects or activities (such as infrastructure, 
industrial development or natural resources exploitation or conversion to plantation in 
concessions) where they could not respond to assessment requirements arising from policy 
commitments to sustainable development. The SEA differs from EIA in that it investigates 
potential environmental impacts and future risks that may arise from multiple stakeholders 
affecting landscapes as a result of governance decisions rather than individual actors at 
specific sites.  
 
Effectively, SEAs aim to improve governance mechanisms, and as a consequence they 
must be structured, rigorous, participative, open and transparent to evaluate the full extent of 
PPP that potentially enable or stimulate environmental impacts and risks. Therefore, SEAs 
are an instrument of change towards more sustainable patterns of behavior and 
development, enabling strategic thinking and constructive solutions to environmental and 
development sustainability. Given the broad and complex nature of PPP that can affect the 
environment, and their multivariate potential environmental outcomes that they encourage, 
SEAs set out to provide focus and understanding to complex questions, issues, and 
alternatives. They consider big-picture environmental issues to enable better decision-
making and achieve sustainable development. SEAs are also data driven to create 
evidence-based recommendations for PPP development using locally contextualized 
assessment methods and techniques. Importantly, SEA is a process rather than a discrete 
intervention that can be revisited repeatedly during PPP development implementation and 
evaluation to test assumptions, data and recommendations made, and enable adaptive 
management to allow for revision, restructuring, or redesign of PPPs where necessary to 
mitigate further environmental damage or risk. Where their implementation is routinely done, 
SEAs are now evolving from a static assessment and measurement of changes due to PPP 
into a process for actively shaping and formulating strategic initiatives. The accumulated 
knowledge and experience of SEA practitioners affecting PPP will demonstrate SEA as a 
mature, robust and essential instrument for sustainable development. 
 
The concept of SEA originated from regional development and land use planning in 
developed countries. The United States was the first country to adopt a SEA-like approach 
to PPP formation by federal government agencies as mandated by the U.S. National 
Environmental Policy Act of 1969 (NEPA). This Act requires that all Federal Government 
agencies include a detailed Environmental Impact Statements (EIS) for all major ‘actions’2 
that significantly affect the quality of the human environment. EIAs or Environmental 
Assessments (EA) are normally carried out for infrastructure or other federal actions but can 
be grouped into Programmatic Environmental Impact Statements (PEIS) to properly evaluate 
environmental impacts and analyze alternatives (including the no-action alternative) and 
other reasonable courses of action related to the proposed activity. PEIS are developed with 
public participation, environmental and policy-making staffs, to compile a comprehensive 

 
1 “The Theory and Practice of Strategic Environmental Assessment: Towards a more systematic approach. Fischer, T. (2007) 
2 Major federal actions includes all programs, rules, regulations, plans, policies, or procedures; and legislative proposals 
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range of information upon which reasonable, intelligent and justifiable choices among 
alternatives can be made.  
 
Denmark, the Netherlands, Finland and Sweden all have a long experience with 
environmental appraisal for PPP and in 2001, the European Union ratified a directive for all 
member states to implement SEA into their own country by 2004 with most countries starting 
implementation of SEA for land use. While SEAs aim to address all PPPs that impact the 
environment to assess potential impact and risk, in practice SEAs usually apply to plans and 
programs, and the policies that emerge from these environmentally sustainable plans and 
programs. 
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SEA IMPLEMENTATION IN INDONESIA 
AND LESTARI’S DEVELOPMENT 
HYPOTHESIS  
In Indonesia, SEAs are mandated by law. They were first introduced through the 2009 
Environmental Management and Protection Law (Undang-undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32/2009) as a primary instrument to prevent pollution 
and or environmental damage resulting from policies, plans, and/or programs (PPPs) that 
have the potential to impact or pose a risk to the environmental. Through this law the 
Indonesian Government is required to complete a SEAs to ensure that all relevant PPPs are 
based on and integrated with sustainable development principles3. The 2009 law explicitly 
states that PPPs include regional spatial plans (RTRW), detailed spatial plans, and long term 
(RPJP) and medium term development plans (RPJM) at all levels of government from the 
national, provincial, to district and city level.  
 
Facilitating the development of spatial plans and mid-term development plans can directly be 
considered outside of the scope of foreign development and technical assistance donor 
projects. However, during the USAID IFACS project that preceded USAID LESTARI, SEAs 
were chosen as a vehicle to improve environmental governance, and documents were 
produced to provide recommendations for sub-national governments to make improved land 
use decisions. In parallel to SEA development, Landscape Conservation Plans (LCP) were 
drafted by multiple stakeholders and focused attention on aspects of the spatial plans that 
required revision to safeguard critical forests and biodiversity. While recommendations for 
low emission development strategies (LEDS) from SEA and LCP were solid, few of these 
recommendations were incorporated in PPPs during the IFACS project. This was due to 
timing that spatial plans were developed with most SEA being required as an ‘administrative 
supplement’, and a lack of political will to influence potentially sensitive land use decisions 
and investments.  
 
Even though the issues surrounding SEA under the IFACS project were understood, 
LESTARI aimed to operationalize SEA, LEDS and LCP recommendations by incorporating 
them into sub-national planning documents. LESTARI planned to do this through a broader 
approach involving development or updating SEA documents at the district levels for 
development plans (RPJM) and budgeting, as well as spatial plans where the opportunity 
arose; increased advocacy efforts with local leaders and key agency staff (such as the head 
of planning departments – BAPPEDA) to issue instructions for the operationalization of SEA 
recommendations; and strengthening multi-stakeholder fora and facilitating greater public 
participation to integrate high quality SEA recommendations in plans (citizen-based inputs 
for PPP).  
 
Weaknesses involving incorporation of SEA recommendations into important government 
planning documents have been rectified with Governmental Regulation No.46/2016 
concerning the Management Procedures for conducting SEA and the subsequent MOEF 
Ministerial Regulation No.69/2017 concerning the Implementation of Government Regulation 
Number 46/2016. These regulations greatly expanded on requirements for SEA such as in 
for the preparation or evaluation of plans and zonation of coastal and small islands, national 
strategic areas, outer islands regions and the management of water conservation areas 
among others, but most importantly, focused on quality assurance and validation of SEA that 
documented the integration of SEA recommendations into draft PPPs. With sub-national 

 
3 The definition of Sustainable Development used in the Environmental Law is “a conscious and planned effort that combines 
environmental, social, and economic aspects in development strategies to guarantee the integrity of the environment as well safety, 
ability, welfare, and the quality of life of present generations and those in the future.” 
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governments increasing awareness of the latest regulations, LESTARI received requested 
for SEA assistance from district and provincial governments. LESTARI only facilitated SEA 
where these subnational governments were ready for self-management (swakelola) and 
where subnational government agencies owned and lead the process from beginning to end.  
  



USAID LESTARI – SEA for Improved Land Use Governance    Page | 9 

THE SEA PROCESS  
SEAs in Indonesia are implemented through phases of assessment, alternative formulation, 
and integrating recommendations for improvement of PPP that ensure application of 
sustainable development principles. The process of developing SEA alongside PPPs can be 
seen in Figure 1. The 2009 environmental law and subsequent government regulations 
stipulate that the SEA process must be open and transparent with the involvement of 
multiple stakeholders and community input. Under the regulations, communities can request 
a SEA to be implemented by the Government for a policy, plan of program of concern.  
 
 

 
 

Figure 1. Process of developing SEA alongside the development of PPP 
 
 
Scoping and Preparation for SEA 
As SEA implementation in Indonesia has been mandated for specific PPPs (most notably 
spatial plans and development plans that can significantly impact the environment, 
especially forested areas), a ‘screening phase’ often quoted as the initial phase of SEA 
implantation (i.e. to define whether a SEA is actually required) is now not needed in 
Indonesia, except for high risk PPP and where requested by the community.  
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Developing SEA requires establishing a SEA working group consisting of representatives of 
regional government institutions at the relevant level, and may be assisted by experts. The 
working group must have adequate competency or expertise on the issue being studied 
(such as spatial planning) or experience in developing SEA or other similar environmental 
assessments. Whereas regional government staff have knowledge of the area the use of 
expert consultants and technical assistance is usually necessary for the working group to 
achieve competency standards. The SEA working group is responsible for developing terms 
of reference for work; carrying out public consultations; assess environmental impact of and 
risk from PPPs, formulate alternative improvements and provide recommendations for the 
integration of SEA into PPP; implementing SEA quality assurance and documentation. 
 
Assessment 
The assessment phase of SEA consists of 1) identification and formulation of strategic 
sustainable development issues; 2) identification of the elements of PPP that have the 
potential to influence environmental conditions and sustainable development; and then 3) 
analysis.  
 
Priority sustainable development issues are identified through consultation with stakeholders 
and communities affected by PPPs under the SEA process (such as RTRW or RPJM). 
Sustainable development issues are identified based on the regional context and 
characteristics, level of importance of potential impacts and the interrelationship between 
sustainable development issues. A ‘long-list’ of local issues is narrowed down through a 
process of estimating the scale and intensity of potential impacts and linkages between 
development issues to determine a final short list priority strategic sustainable development 
issues. As development issues can cover a wide variety of sectors that can confuse the SEA 
analysis, LESTARI applied a thorough methodology where the long-list of sustainable 
development issues where viewed from the context of issues facing the PPP in question 
(spatial planning of development planning) as well as the relevant important regional and 
local policy frameworks to define Critical Decision Factors or prioritized sustainable 
development issues that were then used for further analysis in the SEA to assure 
sustainability and reduced environmental impact.  
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Box 1. Identifying and Formulating Priority Sustainable Development Issues in Mappi SEA for 

the Spatial Plan Revision 
 
Sustainable development issues were initially drafted by the SEA Working Group through 
brainstorming, problem trees, cause-and-effect analyses, and system analysis. The SEA Working 
Group explored issues of sustainable development in Mappi District in line with their own 
competencies and knowledge ultimately resulting in a long list of issues and problems. 
 
LESTARI then facilitated FGDs with the SEA working group to identify causal relationships between 
these issues by grouping them by common linkages. Data and information was compiled to describe 
the current status of each group of development issues collected from a variety of sources. Public 
consultations with relevant stakeholders then identified priority issues and enriched them with their 
input. Strategic spatial planning issues within the Mappi Regency RTRW document were identified 
along with policy frameworks relevant to spatial planning policies in the Regency (this aimed to 
identify district, provincial, traditional Papuan and national level policies that must be referred to in 
order to gain context and strategic focus in developing and implementing SEA).  
 
The last step of identifying and formulating sustainable development issues is developing critical 
decision factors (CDF) or priority sustainable development issues for further analysis in the spatial 
planning SEA. The results of the previous steps were analyzed through content analysis techniques 
to identify the most important factors in local spatial planning decision making. These were used for 
testing whether the revised draft RTRW meets the SEA study criteria for sustainability and mitigation 
of environmental impact.  
 
Sustainable Development Issues 
Groups of priority development issues included Inadequate infrastructure, Availability of clean water, 
Spatial Planning and the Environment, Biodiversity, Community livelihoods and economy, Poor 
Governance, Environmental pollution, Traditional Communities and Public health. 
 
Relevant Policy Frameworks 
Education; Health; Poverty Alleviation; Natural disasters and environmental damage; Area expansion; 
Policies and systems for licensing the use of natural resources; Administrative Boundaries; Economic 
Development through GRDP; Increasing community participation in the utilization of natural 
resources; Women's empowerment and child protection; Regional infrastructure services that have 
not been maximized; Development of local food commodities; Conflict in the use of natural resources; 
Recognition of the rights of indigenous peoples; Availability of clean water; Social and cultural 
community; 
 
Spatial Planning Strategic Issues 
Education and culture; Health Accessibility and Quality; Poor population; Food security; Regional 
Infrastructure Services; Implementation of regional and special autonomy; Village Development; 
Economic Development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITICAL 
DECISION 
FACTORS 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

ISSUES 
SPATIAL 

PLANNING 
STRATEGIC 

RELEVANT POLICY 

 

Critical Decision Factors (CDFs) 
1. Governance and spatial land use 
2. Cultural and social customs 
3. Community economy 
4. Quantity and quality of basic service 
infrastructure 
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The next step is identification of important elements of the PPPs identified during screening 
that can impact strategic development issues and therefore require further analysis to 
determine the extent of the effects on environmental conditions. Based on Appendix IV of 
MOEF Ministerial Regulation No.69/2017, identification of the PPP's influence is conducted 
by examining the vision, mission, goals, objectives, background, concept (macro concept, 
grand design, road map), and / or the contents of its direction (strategy, scenario, design, 
action plan, criteria, structure of activities, technical implementation) on priority sustainable 
development issues in relation to climate change; damage, deterioration, and / or 
biodiversity extinction; increased intensity and coverage of floods, landslides, droughts, and / 
or forest and land fires; degradation of quality and abundance of sources of natural power; 
increase in the conversion of forest areas and / or land; increase in the number of poor or 
endangering the sustainability of peoples livelihoods; increased risk to health and human 
safety.  
 
The MOEF Ministerial Regulation No.69/2017 explains that the results of the identification of 
the contents of PPP that can impact environmental conditions need to be analyzed to assess 
their influence on priority sustainable development issues as well as current environmental 
conditions. Analysis of PPPs on the priority sustainable development issues is implemented 
taking into account the social and political situation behind the formulation of PPPs, 
economic situation and the influence of the ongoing investment climate, and existing 
governance and institutional capacity. Analyses use appropriate methods, techniques and 
depth of analysis and the latest and most accurate data available and can include input from 
experts. Analyses must include assessment of PPP on (i) carrying capacity and absorptive 
capacity4 of the environment for development, (ii) estimation of environmental impacts and 
risks, (iii) performance of ecosystem services or services; (iv) efficient utilization of natural 
resources, (v) level of vulnerability and adaptive capacity to climate change; and (vi) level of 
resilience and biodiversity potential, with clear criteria and indicators for each analysis. The 
results of these analyses should contain a description of the influence of PPP on the carrying 
capacity of the environment, the impacts, risks and benefits of PPP on the environment, 
livelihood sustainability and sustainable development and, areas for further studies or 
actions due to lack of certainty or data and where the precautionary principle should be 
applied. When the results of the analyses show an indicative reduction, decrease or greater 
impact by policies, plans or programs under investigation, they must be corrected and 
integrated with the SEA recommendations to prevent further unsustainable development. 
The results of these analyses therefore form the basis for formulation of alternative 
improvements for PPPs. 
  

 
4 Carrying capacity of the environment is how many development the environment can sustainable support (such as number of hectares 
of plantations without degrading important ecosystem services), and the absorptive capacity is defined as the ability of the environment 
to accommodate negative impacts without undermining basic ecological process that will cause it to collapse (such as the ability to 
absorb pollution or naturally control floods). 



USAID LESTARI – SEA for Improved Land Use Governance    Page | 13 

 
Box 2. Carrying Capacity Analysis of PPP on Priority Sustainable Development Issues in 

Mimika District Spatial Plan SEA 
 
In Mimika, the performance of ecosystem services (ES) is the basis for determining environmental 
carrying capacity. Water and food provision are the environmental services analyzed as it is essential 
for supporting communities. Ecosystem services (ES) are contributions from ecosystem structures 
and functions (in combination with other inputs) to human well-being. This implies that mankind is 
strongly dependent on well-functioning ecosystems and natural capital that are the basis for a 
constant flow of ES from nature to society.  
 

 
 
Water and food provision are the ecosystem services analyzed as it is essential for supporting 
communities. This analysis was carried out spatially with the main assumption of a ‘closed system’ 
within Mimika, isolated from other districts around it. The determination of the performance index of 
ecosystem services for both water and food provision were developed considering landscape 
parameters such as natural vegetation type and land cover, population density, water needs data 
throughout the district. The methodology applied for carrying capacity (CC) for Mimika has been 
aligned with national carrying capacity.  Since there was a lack of data for CC at the district scale 
(1:50.000), the approach was based on provincial scale (1:250.000) data determined by MOEF and 
measurement of CC for Mimika was applied.  
 
Spatial carrying capacity for water (surface water by river flowrate/water debit) in Mimika was 
calculated basically by identifying demands vs supply within a grid system. Demand was 
conservatively defined for domestic needs, plantations (including for agricultural and animal 
husbandry) at double of the national average. Supply was defined as available surface water 
indicated by river flow rate (water debit). Using grids of demand and supply in a grids, compared with 
land cover and landscapes the CC analysis identified areas of potential shortfall over 77,134 of the 
district. The CC analysis for food provision of the environment considered population and available 
areas for food production. Both of these analyses trigger creative thinking for potential spatial plan 
scenarios including need for water catchment areas to safeguard urban development and the need for 
increased sustainable food production initiatives and agroforestry within Mimika Regency. 
 
 
 
Alternatives for Sustainable Development 
The next phase of the SEA is to (1) define alternative improvements for the PPP and (2) 
development of recommendations for better decision making. The aim of alternatives 
produced is to overcome or address priority sustainable development issues and better meet 
sustainable development goals. Alternatives or options can consist of changes to goals or 
targets, changes to strategies to achieve targets, changes or adjustments in size, scale and 
location of plans and programs, changes or adjustments to approaches; postponement, 
reordering, or reprioritizing the implementation of programs; additional directives to maintain 
or improve the functioning of the ecosystem during implementation; and environmental 
mitigation of impacts and risks.  
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As illustrated in Figure 2, alternative development options are developed through group 
discussion with the views of experts and based on the results of the review of influence of 
PPP on sustainable development priorities but must consider national 
mandates/interests/policy priority, the local socio-political context, local government 
institutional capacity, global aspects (such as Nationally Determined Contributions for 
reduction of GHG emissions – NDCs; or Sustainable Development Goals) and impact on 
market conditions or investment potential. Of the alternative options developed, alternatives 
for sustainable development recommendations are chosen through SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis, risk-opportunity/cost-benefit analysis or an 
Analytical Hierarchy Process (AHP). These recommendations for alternatives are then used 
as the basis for integration into PPPs, as where PPP are shown to be unsustainable or 
potentially damage the environment, SEA recommendations must be integrated into policies, 
plans and / or programs by law.  
 
 

 
 

Figure 2. Process for developing alternative sustainable development options and recommended 
alternatives 

 
 
Integration of SEA with PPP 
The integration of the recommended alternatives produced by the SEA into the contents of 
PPP is the ultimate goal of the SEA process. Integration of SEA recommendations must be 
well documented to show evidence of the elements of PPPs altered by the SEA process. 
This documented evidence include accommodation of technical SEA substance, re-writing 
technical substance of regulations or plans, or adding new provisions in PPP to 
accommodate SEA recommendations. Documentation of the main points of SEA integration 
are signed by policy makers and the chair of the SEA working group.  
 
  



USAID LESTARI – SEA for Improved Land Use Governance    Page | 15 

 
Box 3. Integration of Recommendations of SEA for Development Plans, Spatial Plans and 

Renstra in LESTARI Landscapes 
 

The integration phase described above seems simple enough, but in practice requires SEA working 
groups to convene with decision makers and adjusted PPP directly with SEA recommendations. This 
cannot be done passively and requires commitment from both parties involved. In order to reach the 
commitment effective communication of the importance of SEA recommendation that ensure 
sustainability and achievement of local government development goals is essential hence the 
necessity for defining alternatives within the national, sub-national and local policy framework where 
vision, mission and ultimate development goals are considered. Below are some examples of SEA 
recommendation integration into development plans and draft spatial plans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Landscape SEA Implemented SEA Recommendation Integration of 
Recommendations 

Leuser RPJM Aceh Increase support for Social Forestry Forestry Office Renstra 2017-
2022

Leuser RPJM Aceh Strengthening for FMU institutions Forestry Office Renstra 2017-
2022

Leuser RPJM Aceh 

All development of any new roads and 
bridges to avoid cutting through protected 
areas 

Gayo Lues District Public 
Works and Spatial Planning 
Agency Renstra 2017-2022; 
Gayo Lues District Housing 
Agency Renstra 2017-2022

Leuser RPJM Aceh 
Improvement of Green Economic 
development to reduce pressure on 
protected forests and National Park 

Gayo Lues District 
Environmental Agency 
Renstra 2017-2022

Leuser RPJM Aceh Improved conservation efforts in protected 
forest to protect water resources 

Gayo Lues District 
Environmental Agency 
Renstra 2017-2022

Leuser RPJM Aceh 

Ecotourism and environmental services 
development in conservation areas and 
accelerate implementation of agroforestry in 
FMUs to strengthen economic and 
ecological functions

Gayo Lues District 
Environmental Agency 
Renstra 2017-2022

Leuser RPJM Aceh 
Increase involvement and participation of 
communities in protecting and conserving 
natural resources 

Gayo Lues District 
Environmental Agency 
Renstra 2017-2022

Katingan Kahayan
KLHS RPJMD Province 
Kalimantan Tengah - 
Renstra OPD

Inventory and mapping of community 
managed land in Central Kalimantan

Central Kalimantan Province 
Public Work Agency Renstra 
2017-2021

Katingan Kahayan
KLHS RPJMD Province 
Kalimantan Tengah - 
Renstra OPD

Pilot project for land clearing without use of 
fire 

Central Kalimantan Province 
Agriculture Agency Renstra 
2016-2021

Katingan Kahayan
KLHS RPJMD Province 
Kalimantan Tengah - 
Renstra OPD

Facilitation of Village forest management 
structures / organizations 

Central Kalimantan Province 
Forestry Agency Renstra 
2016-2021

Papua KLHS RPJMD Province 
Papua

Land Use and allocation of protection, 
conservation and production area that fulfils 
regulations and accommodates traditional 
adat communities and livelihoods 

Papua Province RPJMD 2019-
2023

Papua KLHS RPJMD Province 
Papua

Forest and land restoration considering 
ecosystem and local traditional 
communities needs 

Papua Province RPJMD 2019-
2023

Papua KLHS RPJMD Province 
Papua

Guarantee a reduce rate of deforestation 
caused by development every year 

Papua Province RPJMD 2019-
2023



USAID LESTARI – SEA for Improved Land Use Governance    Page | 16 

Validation of SEA 
The final phase is to ensure integration of alternatives and recommendations into PPP under 
SEA. This is done through 1) quality assurance and 2) validation of the SEA. When the SEA 
has achieved these stages, the government is required to ensure that recommendations are 
‘operationalized’ in PPPs. During this phase, the provincial validation team that validates 
District level SEA, or national validation team that validates provincial level SEAs must 
ensure that recommendations of the SEA have been integrated with the policy, plan or 
program under assessment. Where PPPs have not been drafted (and recommendation not 
integrated), the SEA is unable to be validated.  
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LESSONS LEARNED, OPPORTUNITIES, 
AND RECOMMENDATIONS 
SEA as an essential mechanism required to achieve sustainable development  
Initially, SEA was often regarded by government partners as an administrative requirement 
mandated by law so that policies, plans and programs to be ratified. SEA was often thought 
of as a complex and heavy burden for SEA working groups, and as a consequence, the 
results of the process were often underutilized or even ignored during the development of 
PPP by decision makers. However, since the passage of Governmental Regulation 
No.46/2016 on SEA Procedures and the subsequent MOEF Ministerial Regulation 
No.69/2017 concerning execution and implementation of Government Regulation 
No.46/2016, integration of SEA recommendations into PPP must be demonstrated, and 
quality assurance and validation processes have been strengthened. These regulations 
have elevated SEA beyond an administrative requirement. Where SEA show potential 
impact to the environment and sustainable development, SEA analyses, sustainable 
development alternatives and recommendations must be utilized and incorporated in PPP 
during their development.  
 
When SEA working groups fully grasp the extent and power of these SEA regulations that 
empower working groups as the ‘philosophical designers of sustainable development’ within 
their jurisdictions, SEA working group members took on the role with greater sense of 
responsibility. In all landscapes where LESTARI implemented SEA, especially in Papua, 
where sustainable development is intricately linked to traditional communities, their culture, 
forests and biodiversity, the SEA process has been rigorously implemented over multiple 
years, involving multiple stakeholders within officially recognized SEA working groups. 
Commitment and enthusiasm for the SEA process did not wane and was highly valued and 
recognized as an essential mechanism to achieve sustainable development for the next 5-20 
years.  
 
SEA has been shown to improve governance decision-making and an instrument of change 
for sustainability. It has enabled strategic thinking and constructive solution-creation to 
complex environmental and development problems by providing focus and understanding 
within the big-picture sustainable development context. Continued support for SEA 
implementation in other areas of Indonesia5 through a rigorous, transparent, participative 
process with high levels of local ownership (swakelola) will transform SEAs from the static 
assessments for PPP development to an essential and awaited process that actively shapes 
and formulates strategic sustainable development initiatives. SEA is still relatively new for 
many sub-national governments and many planning agencies (BAPPEDA) will out-source 
SEA to consultants. To achieve greater leadership of the SEA process by sub-national 
government resulting in greater self-reliance, assistance from development partners and 
donors will be probably be needed in sustainable development initiatives but should be 
coupled with mechanisms that encourage improving sub-national government competency 
and internal capacity, such as a score-card or tracking tool. 
 
Transition from implementing SEA for spatial plans to development plans  
LESTARI implemented SEA for both spatial plans (RTRW) and development plans (RPJM). 
Both of these plans can have a large influence on the environment, forests and biodiversity, 
and SEA are mandatory when these documents are being developed. However, successful 
implementation was highly dependent on the opportunities and momentum that existed in 
each province or district. The following table shows the type of SEA supported by LESTARI 
in each jurisdiction.  

 
5 SEA working groups in Papua Province, Mimika, Mappi and Bouven Digoel have the capacity to carry out SEAs independently  
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Province/District SEA for RPJM SEA for RTRW 
Aceh Province X  
South Aceh District X  
South East Aceh District X  
Gayo Lues District X  
Central Kalimantan Province X  
Palangka Raya District X  
Papua Province X  
Mimika District  X 
Mappi District  X 
Boven Digoel District  X 

 
Taking recommendations from the IFACS project which previously focused solely on SEAs 
for RTRW, LESTARI augmented implementation of recommendations for spatial plans 
through incorporation of SEA recommendations into sub-national government development 
plans (RPJMD) and subsequently into agency Strategic Plans (Renstra). The shift in focus to 
RPJM was driven by a requirement for budget support. It has been shown that merely 
integrating SEA recommendations in planning documents does not result in sustainable 
development scenarios if they are not funded. Sufficient incentives for change are required 
for SEA recommendations to produce impact in PPPs and budget advocacy is one of the 
most effective strategies to ensure strategic recommendations and initiatives derived from 
them are incorporated in the government planning and budget documents.  Therefore, 
incorporation into development plans allows relevant recommendations to be prioritized, 
programmed and, importantly, budgeted for by sub-national governments thus enabling 
achievement of fully operationalizing the full potential of SEA recommendations.     
 
LESTARI documented evidence of USD 30.4 million in domestic resources mobilized for 
sustainable forest management from the GOI national and regional-level budgets due to 
SEA recommendations. This success was particularly driven by the ability of LESTARI to 
undertake budget advocacy at an opportune time with political receptivity for improvement. 
In Aceh and Papua, there was momentum to redraft the 5-year strategic plan (Renstra) and 
budget for the provincial forestry agency. Renstra is a derivative product from the RPJM of 
the province and LESTARI ensured consistent alignment of SEA-RPJMD recommendations 
through RPJM and down into Renstra programs implementation. In Central Kalimantan, 
LESTARI assisted the development of Renstra for the Forestry Agency and influenced the 
development of the annual budget plan through the optimization of the Reforestation Fund in 
line with SEA recommendations.  
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Box 4. Budgets Leveraged from RPJMD SEA Recommendations Included in Forestry 
Renstra 

 
National and Provincial Government allocating budget for implementing the SEA / LCP 
recommendations in Forest Service Strategic Plans achieved through budget advocacy 
activities allocated for improving management of the forest estate include the following. 
 

 
 
 
 
Local knowledge of conditions and issues is required for valid SEA  
When confronted with the scope of SEA, and the analyses and procedures required, sub-
national governments charged with developing SEAs are often unsure or even nervous of 
the task set for them. In response, SEAs have usually been outsourced to consultants with 
varying capacities or concern for accuracy and effectiveness of the resulting 
recommendations. Consultant-driven SEA with a lack of stakeholders input, even though 
mandated by regulations, and a less that rigorous validation process can produce sub-
optimal recommendations for PPP. LESTARI (and IFACS before it) has always considered 
SEAs as an achievable goal for local stakeholders as long as the process is broken up into 
logical and manageable segments with routine stakeholder input, monitoring, and feedback. 
LESTARI did use consultants to guide the SEA process, but SEA working groups developed 
the SEA content and importantly, identified priority recommendations needed for 
sustainability (even though the documentation and writing of the document was normally 
completed by consultants). Through this process expert consultants have facilitated 
improved competency standards of SEA working groups and built the capacity of a pool of 
experienced SEA practitioners that could implement SEAs more independently in the future.  
 
Specifically in Papua, through capacity building received through the SEA process, working 
groups now have  

• excellent levels of understanding of the importance of SEA principles and 
significance for integration into spatial plans to reach sustainable spatial planning  

• experience of different stages applying SEA  
• understanding of the newest regulations and their implications for realizing 

sustainable spatial planning (including the power given to the SEA working team by 
these regulations) 

• confidence for preserving cultural values and customary law as part of SEA focus 
• increased respect for local wisdom and public participation 
• increased capacity to develop complex SEA documents 

 
This improved capacity of the SEA working groups has greatly increased ownership of the 
SEA and any follow up needed. Members of the RTRW SEA working groups in Mimika and 
Bouven Digoel are committed to monitor the incorporation of SEA recommendations into the 
spatial plan (especially environment and forestry agency staff) and are willingness to repeat 
the SEA process in future years.  
 

Landscape Agency Recommendation Budget ($)

Leuser Provincial Environment and 
Forestry Agency

2019 and 2020 Annual budget for social 
forestry and FMU strengthening 

                  2,849,357 

Katingan 
Kahayan

Provincial Forest Agency 2019 budget from reforestation fund (DBH 
DR) for FMU and Social forestry

                     4,446,283 

Katingan 
Kahayan

Provincial Forest Agency 2020 Budget from reforestation fund (DBH 
DR) for FMU and Social forestry

                     8,419,826 

Papua Provincial Forest Agency Papua Province Forestry Service Program 
DPA TA 2019 for 5 forestry activities

                     3,073,954 
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Timing and resources required  
SEA has the potential to most notably positively impact spatial and development plans. 
While spatial plans can impact land use over a maximum of 20 years, it is the development 
plans that drive short-term programs and budgets. The RPJM document is developed within 
six months of the election and installment of a new Governor or Bupati. The SEA for RPJM 
usually starts before the election cycle and throughout the six months the Governor or 
Bupati’s term. Therefore, the opportunity to impact more sustainable development plans 
through donor-funded project implementation of SEA is dictated by this election cycle. For 
short-term projects (i.e., less than five years), there are fewer opportunities to impact RPJM 
through SEAs. Projects must be cognizant of the phase of the election cycles in each area 
that it is working to effectively implement SEA for RPJM. As detailed above, the time needed 
to impact spatial plans can be long. At least three years are needed to see impacts on the 
ground and donor-funded projects should be cognizant of what can be achieved within the 
timeframe and resources available.  
   
Integration of recommendations requires resources over a significant time period 
Unlike mid-term development plans (RPJM) that must be developed for every Bupati or 
Governor term, spatial plans (RTRW) revision is not always a District Government priority. 
This could be due to potential impacts on current investments and a focus on economic 
development. In addition, any inappropriate zoning of spatial plans that negatively impacts 
the environment needs to be demonstrated, preferable with multi-stakeholder support in 
order to generate political commitment and sustained momentum for spatial plan revision.  
 
This can require advocacy efforts at all levels of government, communities and civil society. 
In Mappi and Bouven Digoel, LESTARI achieved an awareness for the need for spatial 
planning revision through an effective, although lengthy advocacy effort. This process 
started with a high conservation values (HCV) assessment in the districts that focused on 
areas of significance and importance for local communities, livelihoods and cultural identity, 
environmental service enjoyed by communities, and important forest and biodiversity 
resources unique to the area in need of conservation. The HCV assessment took an entire 
year to complete with the involvement of multiple stakeholders in the landscape.  
 
An analysis of HCV results prioritized 
areas for conservation by highlighting 
potential threats posed by the spatial 
plan, for instance, conversion slated in 
areas of cultural significance, or areas 
that provided water catchment services. 
Areas that needed improved 
safeguards to ensure maintenance of 
HCVs were then publicized in a 
Landscape Conservation Plan (LCP). 
This document was widely shared 
through workshops, public 
consultations and an advocacy 
publication. Only when government 
awareness of the potential threats to 
areas of importance was achieved was 
there political commitment to evaluate 
and potentially revise the spatial plan. 
This entire process took three years. 
The spatial plan evaluation (peninjauan 
kembali – PK) that would trigger a 
revising the spatial plan took another year to complete, and only then was significant 
progress made on spatial plan SEAs that accompanied spatial plan revision.  

HCV

•Assessment identified areas of importance for 
biodiveristy, ecosystem services, livelihoods 
and cultural - "HCV Areas"

LCP

•Analisis of threats to HCV areas presented by 
existing spatial plan 

•Priorities areas for conservation under spatial 
plan published in LCP

SEA

•Development of alternative development 
recommendations based on inputs from the 
LCP

Spatial 
Plan

•Draft Spatial plan accommodating 
recommendations from SEA for conservation 
of important HCV Areas 
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To date, the SEA document in Mappi is complete but cannot be validated as the revision for 
the RTRW stalled due to quality issues with the consultants hired and then COVID-19 
restrictions. Where SEA has been completed and validated for spatial plans in Mimika and 
Bouven Digoel, the final spatial planning document is still being developed and will likely 
take one more year to complete and be passed into law. Through the process outline above, 
where there is political will to impact spatial plans, SEA implementation and revision of 
spatial plans requires a minimum of three years. Where political commitment needs to be 
developed, this can take between five and six years to impact the spatial plan on the ground.  
 
Public participation  
The key to the successful implementation of the alternative formulation is group discussions, 
involvement of relevant stakeholders, and experts / resource persons that are appropriate to 
the content. During implementation of SEA for RTRW and RPJM in Papua and Aceh, public 
participation took the form of focus group discussions and workshops to publicize the SEA 
progress, define priority sustainable development issues that the SEA must address, 
develop alternatives, and gain consensus agreement on recommendation for integration into 
PPPs. As well as increasing the public’s awareness about the important role of SEAs in 
policy, plan and program development, public consultation allows for citizen-based inputs for 
sustainable development.   
 
Transfer of capacity and knowledge of SEA process and implementation 
SEA implementation should be accompanied by mechanisms to allow transfer of knowledge 
and experience between regions. SEA implementation is an ideal topic for developing a 
sustainable development learning platform. LESTARI was late in developing this form of 
learning platform between districts SEA working groups and the provincial SEA validation 
team, but the approach was effective in increasing knowledge, sharing and spreading 
approaches and developing a mutual understand of issues, assessments and 
recommendations that will improve efficacy of SEA for spatial and development plans in the 
future.  
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